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Mengingat

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR € TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4631);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Menetapkan :

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten
adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah wunsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya
dan Perangkat Daerah Kabupaten.

Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu
proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah unsur perangkat kabupaten pada Pemerintah
Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Kabupaten.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang
penelitian dan perencanaan pembangunan daerah vang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Jaya melalui Sekretaris
Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya
disingkat BPKK, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah
di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Jaya
melalui Sekretaris Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPK.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten
yang ditetapkan dengan Qanun.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
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17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

18. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

21.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah
peraturan Bupati Aceh Jaya.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyarakat, serta taat pada ketentuanperaturan perundang-
undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam APBK.

(3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar
bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

Pasal 3
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

Pasal 4
Pergeseran anggaran terdiri atas :
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBK.

Pasal 5
(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yaitu:
pergeseran antar organisasi;
pergeseran antar unit organisasi;
pergeseran antar program;
pergeseran antar kegiatan;
pergeseran antar sub kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan
g. pergeseran antar jenis.
(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b yaitu:
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, yang dapat
dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
b. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
c. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian

objek dapat dilakukan atas persetujuan PA. % !

00 op

/



(3) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dapat diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Bappeda
dan BPKK.

Pasal 6

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBK yang dilakukan sebelum perubahan APBK, dapat
dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup.

(2) Pada saat perubahan APBK dilakukan, pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perbup
perubahan penjabaran APBK.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBK yang dilakukan setelah perubahan APBK ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPK.

Pasal 7

(1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBK dapat dilakukan sebelum perubahan APBK
melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRK.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Kabupaten dan/atau masyarakat.

(4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBK,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Qanun
perubahan APBK.

(5) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(6) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPK.

(7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.

(8) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 8
(1) Pihak terkait SKPK mengusulkan pergeseran anggaran
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan.
(2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
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a. TAPK mengidentifikasi perubahan Qanun APBK yang
diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Qanun
APBK; dan

b. Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran
anggaran tidak merubah Qanun APBK.

Pasal 9
PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPK sebagai dasar
pelaksanaan pergeseran anggaran yang disetujui oleh Sekda dan
disahkan oleh PPKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal A Februari 2021 M
22 Jumadil Akhir 1442 H

IBUPATI ACEH JAYA, ”%l

T IRFANTB.

Diundangkan di Calang
pada tanggal A Februari 2021 M
L Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA*

Vs,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR §



